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A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini

masih mengacu kepada sistem hukum pidana warisan zaman kolonialisme.
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'R U Djardah 8Nge uku donésia eldsi, JJakarta: Raja
Grafindo Persagd"mm
Asa «(@?“1 KITM MBPExma dari negara

kolonial (negara penja { gafa Indonesia merdeka,
dalam rangka memper5|apkan ' F enyelenggarakan pemerintahan
transisi, asas ini diberlakukan dan dlakom r’ Pasal Il Ketentuan Peralihan UUD 1945.
Setelah dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 ketentuan tersebut diperbarui menjadi Pasal |
Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa “segala peraturan perundang-undangan yang ada
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini (UUD
1945)”. 1bid., him 18 dan 69.

® Dari sejarahnya, civil law system berawal dari hukum tertulis dan lembaga hukum
Romawi, bahkan nama civil law berasal dari jus civile, hukum sipil dari kerajaan Romawi. James
G. Apple dan Robert P. Deyling, tt, A Primer on the Civil Law System, Federal Judical Centre,
dalam Shinta Agustina, 2014, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegekan
Hukum Pidana, Depok: Themis Book, him 1.

Secara formal penyusunan suatu bidang hukum dalam suatu kodifikasi sebagai

karakteristik civil law system bermula dari Perancis dan Jerman. Ibid.,

® Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch Indie (WvSNI) diadopsi ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan beberapa
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku
selama satu abad® di Indonesia, ternyata tidak cukup mampu untuk dapat
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.
Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan ketidakmampuan KUHP
tersebut, yakni pertama sebagai suatu kodifikasi, KUHP yang telah berusia
satu abad dianggap ti odir kejahatan-kejahatan baru

yang beragz MN&¥E&§S|IA§1MQQM§ edl

palifg pentmahwa KUHP
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ool 2JdSd

a, him 7.
® Jika diki

Nederlandsch
Indie (WVSNI) yang

’ Hal ini sejalan dengan salah satu adaglum hukum yakni ”Het Recht Hlnkt Achter de

Feiten Aan” dalam bahasa Indonesia adagium ini dapat diartikan, yakni “hukum itu selalu
tertinggal dari peristiwanya atau sesuatu hal yang akan di atur.”

® Suatu sistem hukum dipengaruhi oleh aspek budaya hukum masyarakat. KUHP sebagai
suatu sistem hukum pidana Indonesia saat ini, merupakan warisan kolonial atau dengan kata lain
merupakan produk hukum dari budaya hukum barat yang sedikit banyaknya tidak akan sesuai
dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M.
Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi subtansi
hukum (legal substance), Struktur (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), sehingga
sangat kecil kemungkinan atau hampir mustahil sistem hukum saat ini dapat sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar
Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada, him 11-12.

% Shinta Agustina, 2014, Op. Cit., him 4.



Terkait dengan ketidaksesuaian KUHP dengan filosofi dan
perkembangan masyarakat Indonesia, Moeljatno sebagaimana dikutip oleh
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:™

“Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha
untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hukum pidana
dengan suasana kemerdekaan, namun asas-asas dan dasar-dasar
tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada

Wd&m hukum pidana kolonial, yang
mewajtbkan ﬁlﬂr i ada dimegeri belanda.
UNIVERSITASA ALAs
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itu sendiri.”

10 Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dengan Pidana Penjara, Semarang: CV. Ananta, him 58. Bandingkan dengan Shinta Agustina,
2014, Op. Cit., him 4.

! Shinta Agutina, 2014, Op. Cit., him 5.



Disisi lain, S Balakrishnan sebagaimana dikutip oleh Barda
Nawawi Arief mengemukakan bahwa:*

“Hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya
memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat.
Perubahan ini tidak hanya mengenai perbuatan apa yang
merupakan atau dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga
mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu
kejahatan, karena gagasan-gagasan mengenai pidana juga telah
berubah sesuai -perubahan itu sendiri, terutama

me 0 ‘1\{)\% I}flﬂ)gﬂﬁﬁ ora A emasyarakatan.”
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melakukan perubahan terhadap

praktis (kebutuhan dalam praktek)."* Disisi lain, Barda Nawawi Arief

12 Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit., him 52.
3 Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, him 59.
14 Ketiga alasan tersebut dijelaskan Soerdarto sebagai berikut: Alasan poltis, yakni sebagai

negara yang merdeka, wajar bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki KUHP yang
bersifat nasional. Alasan Praktis didasarkan kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum yang
mampu memahami bahasa belanda berikut asas-asas hukumnya. sedangkan alasan Sosiologis
didasarkan anggapan bahwa KUHP berisi pencerminan dari kebudayaan suatu bangsa. Soedarto,
1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, him 70-71.
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menyebutkan ketiga alasan untuk melakukan pembaruan KUHP tersebut
sebagai alasan politis, filosofis, dan sosiologis.’> Sedangkan menurut
Muladi selain ketiga alasan tersebut, pembaruan hukum pidana juga
didasarkan kepada tuntutan adaptif.!® Lebih jauh, Ali Zaidin juga

mengemukakan bahwa pembaruan hukum pidana juga harus didasarkan

kepad-a:fjwmwsam is. 17
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!5 Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit., him 52.
"Tuntutan adaptif maksudnya agar hukum pidana mampu beradaptasi dengan

perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat. Ali Zaidan, 2015, Op. Cit., hiIm

7 Menurut penulis, pada dasarnya pandangan Ali Zaidan terkait dengan alasan kultural dan

alasan ideologis dalam pembaruan hukum pidana sejalan dengan pandangan Soedarto dan Barda
Nawawi Arief yang menyebutkaan istilah tersebut sebagai alasan sosiologis dan alasan filosofis
dalam pembaruan KUHP (Cuma penamaannya saja yang berbeda). Menurut Ali Zaidan alasan
kultural ini didasarkan bahwa sistem hukum suatu negara atau masyarakat merupakan
pencerminan budaya bangsa tersebut, sedangkan alasan ideologis didasarkan bahwa hukum pidana
tidak bisa dilepaskan dari ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Soedarto, 1981, Loc.Cit.,
dan bandingkan dengan Ali Zaidan, 2015, Ibid.,
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hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana; masalah kesalahan atau

pertanggungjawaban pidana; dan masalah pidana dan pemidanaan;*®
Pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan dalam hukum

pidana tidak akan ada habisnya, mengingat justru aspek pidana inilah yang

merupakan bagian terpenting dari suatu undang-undang hukum pidana.*
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'8 Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Prenamedia Group, him 79.

19 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Politik Hukum Pidana: Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, him 76. Bandingkan
dengan Soedarto, 1979, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang:
FH UNDIP, dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, him 62.

20 Mudzakir, “Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana”, makalah disampaikan
pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia, di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 15 Juli 1993, sebagaimana
dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Ibid.,

2! Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, him 62.
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maupun bentuk pidana perampasan kemerdekaan lainnya mulai mencapai
titik jenuh.?” Pidana perampasan kemerdekaan dianggap tidak mengurangi
kejahatan, bahkan pada berbagai pandangan pidana perampasan
kemerdakaan dianggap menyebabkan kejahatan semakin bertambah.?

Disisi lain, penggunaan pemidanaan dengan pendekatan pembalasan,

sudah dianggap usa W solusi yang
menfies) yNIVERSITAS ANDA 45

_-q__“"“-h
dalam usaha pembaruan

Pandangan ini kemudi
hukdm  pidana melal Altefnatif pidana
dan {pemidanaan S tkan perhatian

meldlui pengaturan {@lidana s UHP Nasional

asan kemerdekaan. Sebelu JM

dalamn| kerangka optimalisasi alfer pemidanaah dari pidana

Q)

\ dalam KUHP sa

\-.

tfini maupun

o

"‘"‘-—n—-""_"
tuan-<ti gnda kurang
e

iLuran seﬁ NQ

-

rang diminati

offes ini, secara

dibayarkan maka pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling

22 syaiful Bakhri, 2016, Pidana Denda: Dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek
Peradil2a3n, Yogyakarta: Kreasi Total Media, him 1.
Ibid.,
# Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 55 ayat (2)
Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan
dan merendahkan martabat manusia. Rancangan KUHP Hasil PANJA 2017.
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lama 8 (delapan) bulan.?® Namun, pidana kurungan pengganti dapat
dilaksanakan tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda berakhir
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP.?® Hal ini menimbulkan
stigma, bahwa seolah-olah pidana denda hanya merupakan pelengkap dari
stelsel pidana karena dapat diabaikan melalui pelaksanaan pidana subsider

beruWatas waktu
pempayarar MNV%%JJA% &MQAM IN0 daki pengaturan

pidaha den(alam KUHP : ne\“k hukum cendrung

untuk tidak menuntut
‘\«‘;ﬂ
Disisi lain, t - *ﬁ na [khusus yang
mengatur mengenai pldane *nﬂ iLsan pembentuk

undang-undang  untuk  meRgoj pillana  denda  melalui

pengat

irannya dalam undang-unda J \ dana Khusus. Dalam berbagai

\-.

undan secara tidak

ahkan pidana
gita kekayaaan
ayfe melawan

TepPakan pidana

% Ketentuan maksimum pidana kurungan dalam Pasal 30 KUHP adalah 6 (enam) bulan

pidana kurungan bagi terpidana yang tidak membayarkan pidana denda yang telah diputuskan oleh
hakim. Namun apabila terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau
pengulangan suatu tindak pidana atau ketentuan Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti
tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa paling lama dan sekali-kali tidak boleh lebih dari 8
(delapan) bulan. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP dalam R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:
Politeia, him 51.

% Ppasal 31 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “ siterhukum boleh menjalani hukuman

kurungan dengan tiada menunggu habisnya tempo untuk membayar denda”. Ibid., him 52.
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tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi.?’

Ketidakseimbangan antara besaran pidana denda dengan berat
ringannya pidana subsider pengganti pidana denda dapat dilihat pada

pelbagai Undang-Undang Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor

35 Wmﬂk jutnya disebut UU Narkotika),
Und@ng- dqﬂ\lmﬁrﬁ_%l-[élﬁnémﬁ%w encegahan dan

J

ag (selar
-~
TPPU), Undang-Und Tah 008 jo Undang-Undang
=~y

Nomor-19 Tahun . 0an ‘? S8

3‘\"\

Pembefantasan Tindak Pidan: jutnyal disebut UU

<si Elektronik

(selanjutnya disebut undang pidana

khusus lainnya.

&

Dalam ketentuan UU_Narko, J.} :\ jdana denda tertindgi mencapai

\-.

dar pengganti

arkotika hanya

gana denda

OrES i |Iyar untuk
aigkan pidana

kurungan. Terakhir dalam UU ITE, pidana denda tertinggi mencapai 12
milyar rupiah, sedangkan pidana subsider pengganti denda mengacu

kepada KUHP.

2" Bandingkan ketentuan Pidana denda dalam KUHP, pidana denda dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU PTPK), serta Pasal 18 UU PTPK.
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Dalam Rancangan KUHP Indonesia saat ini, pidana denda diatur
lebih komprehensif dengan dirincikan dalam 6 (enam) pasal, dimulai dari
Pasal 82 sampai dengan Pasal 87A Rancangan KUHP.?® Dimana pasal-
pasal tersebut telah mencoba mengakomodir kemungkinan hambatan-

hambatan dalam penerapan pidana denda di masa depan.

Wﬂﬂu i.nilai mata uang rupiah, ketentuan
pidaf 1d§)N§NrE-R’ !T%§ @N QAM@U

aran pidana d

UHP telah

(D

an

menqal'omodlr dengan dapat di nda melalui

peraturan pemerinta 8 sendntiasa dapat
disesuaikan dengan ( 819 demikian, pidana

denda tidak akan kehlilangs i nilai rupiah.?®

Selain itu, Rancangan KU gatur dan /mengakomodir

I

arkan oleh Terpidana melalui

kembingkinan pidana denda_tidak 8

%% Rancan
2 Dalam|s an terkait dengan
fluktuasi nilaiymsa g}tu an pemerintah

pengganti Un ﬂ’.—-ﬁnﬂ-“( 1! ung (Perma)
seperti Perat : [ dan NOmO ang beberapa

) a Gang ,.u
Perubahan l Alan 3 V 4 "' kan menjadi
undang-unda elatti ‘_-= 3 amah Agung
Republik Ind@nesia Nemia 3 eAyesunlan-Batasan Pidana Ringan

dan Jumlah Dg 7 dalam KUHP
kewenangan sua ’ 1ehde @ Ritiengan fluktuasi
nilai mata uang rupiahmmeng ? besarai i ‘;lt' endd” tersebut seyogyanya
haruslah melalui mekanisme per -. etidak-tidaknya dengan penerbitan
suatu Perpu. Sehingga tindakan Mahka ah <A g meIaIU| penerbitan Perma seyogyanya
merupakan suatu bentuk penerobosan hukum. Hal ini dibenarkan dan diakui secara implisit oleh
Mahkamah Agung melalui konsideran menimbang butir ¢ yang pada pokoknya menyatakan bahwa
materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat
perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu cukup lama maka Mahkamah Agung
memandang perlu untuk menerbitkan perma. Kemudian dipertegas kembali oleh Mahkamah
Agung dalam konsideran butir e yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung sama
sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP. Diaturnya secara eksplisit kewenangan suatu
lembaga untuk menyesuaikan besaran denda sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP, tentu
akan lebih memberikan kepastian hukum dan menghilangkan praktek ketatanegaraan saat ini.
Menurut pendapat Suhariyono, menurunnya nilai mata uang menjadi salah satu faktor eksternal
yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Suhariyono,
2012, Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif,
Jakarta: Papas Sinar Sinanti, him 1.
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pengambilalihan kekayaan terpidana maupun pendapatan pidana.*
Sehingga Terpidana tidak bisa serta merta hanya melepaskan
tanggungjawab dari pidana denda yang dijatuhkan hakim kepadanya dan
memilih untuk melaksanakan pidana subsider. Bahkan terkait hal ini,

Rancangan KUHP juga telah mengatur bentuk pidana subsider yang dapat

dikeW_yan aan dan pendapatannya tidak
dimyngkin mUNNEJﬁ_I?&II&%@N%L:ﬂ@ idanaj kerja sosial,
S . I &

Q)

pidana | pengawasan, atau pje ok iﬁg\lama sama dengan
ancaman pidana penjs =
Oleh sebab i t alkan na denda dalam

sistem | hukum pidaha daph penelitian

terhdadap Kkebijakan legislatif yang 3 entuk undang-

Il

unddng, maka penulis akan ' melek

a
S
/ \
A | LY

n. penelitian skripsi dengan

ERHADAP

1 ‘Bhoa kebitakan ..u..&@ denda

aka /;\u:&:.
Qm BA

ti-terhadap optimalisasi pidana denda

dalam Rancangan KUHP Indonesia?

%0 pasal 84 ayat (2) Rancangan KUHP Hasil Pembahasan Panja 2017.
%! pasal 85 dan Pasal 86 Rancangan KUHP Hasil Pembahasan Panja 2017.
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C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,
penelitian yang berkaitan dengan kebijakan legislatif terhadap optimalisasi

pidana denda di Indonesia mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana

2. Untu mgmMgR%!Jﬂ%AI%MLA adap_ | optimalisasi

;e1gatufé'rfadana denda d an K Uﬁﬁlndore ia.

D. Manfaat Penelitian

Q

Penelitian te ( eradapyoptimalisasi pidana
denda di Indonesia f@ihare ; aat| baik secara
teoritis| maupun secara praktjs. iharapkan dapat

memb

rikan beberapa manfaat anta J,} B

g )agai sarana

mencari acuan terhadap perumusan dan pembentukan sanksi
pidana khususnya berkaitan dengan optimalisasi pidana denda di

Indonesia.
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2. Secara Praktis
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya
penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan pemidanaan

Indonesia.

b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh pembentuk

WN%E@M f_ﬁ_eﬁlaﬂmn,qg gibiat kebijakan

haik “dalam RUU KUHP
-~ N
397y

¢.— Penelitian i Sk

\ \ﬂ‘}
b
\\ .

praa?ﬁ denda yang

maupun un ar KUHP.

umber informasi
bagi mah@§iswe pengembangan
penelitian dan tugas#ugz yanopberkaitan déngan pidana

>

dan pemidanaan khusu ang berkaitan defgan pidana

M=
gendl) fil§afat=hukurm™dan teori hukum. Meski

3
banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum

adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak
sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui

tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:®

%2 Shinta Agustina, 2014, Op. Cit., him 25.
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a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum
dititikberatkan pada segi kepastian hukum;

b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum
dititikberatkan pada segi keadilan; dan

c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum

Wlmwwﬁm
ll'_l)h“” S!UT%i ik _b_!QlALAust v urch, yaitu

keadilan, kemanfaata amhukum.®® Padd hakekatnya

suatu norma a mengakomodir
ketiga tujua Iyt N suatu putusan
hakim yang edapa te dari ketiga

egakan hukum

ntuk di capai.

ah satu tujuan

N

‘\’\4 apafanli filsafat

Isme adalah aliran yang
meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.®

Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai

33 :
Ibid.,
% Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan
bagaimana filsafat hukum Indonesia), Jakarta: Gramedia, him 155.
**Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Op. Cit, him 112.
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kebahagian (happiness).®* Sehingga, baik atau buruknya hukum
bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagian
kepada manusia atau tidak.*’

Menurut polopor aliran ini, kebahagian itu selaknya dapat

dirasakan oleh setiap individu. Namun jika kebahagian itu tidak

mungkin tercapai

st oNVERSTASAND

ungkin dicapai), diupayakan

mun

ki

T —

o greatest happiness for the

G
dalam masyarakat (bang
greatest numb

Berikut beberapa ahli

{

yang berkaitafll dETge : utama hukum:

1) Jeremy Benthany(1

asakar adanya perlemuan besar

Jeremy Bentha \

N":l 8 wh

rtama kalinya

baca karya E 9) ajar tentang
pahwa alam

Sia sebagai

10 /4?‘\ C G B
‘:"'esusahannya. Lebih jauh
e

menurut Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan

kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah untuk

% Ipid.,
¥ Ibid.,
% Ipid.,
% Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Bandung: Nuansa
dan Nusa Media, him 118.
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memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara
tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.*

Pandangan Bentham tersebut beranjak dari
perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia
mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat

W jami ahagiaan
ERBUARAND

kepada individu-

yafakat secara

UMM

_—
—

~keseluruhan.** ) @ tidak menyahgkal bahwa
kepent ] gatikam. Sehingga
indi : 21 [CRLN Irtbesarnya itu

\

1A

perlu gelibate jadi apa yang

disebut dengan§’ ho anusia menjadi

serigala bagi manusigilk

= ehingg anaan itu harus

at spesifik b grapa kerasnya

i—jumiah_yefg/dibutuhkan
nyerangan
-~ lerigp Lapabila dia
nya kejahatan yang lebih
besar. Ajaran seperti ini menurut Darji Darmodiharjo dan

Shidarta didasarkan atas hedonistic utilitarianism.*®

2) John Stuart Mill (1806-1873)

2‘1’ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Op. Cit, him 118.
Ibid.,

*2 Ipid.,

% Ibid., him 119.
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Pemikiran ~ Mil  banyak dipengaruhi  oleh
pertimbangan  psikologis, yang pada  awalnya
dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Dia
menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagian.*

Menurutnya manusia berusaha memperoleh kebahagian itu

W%@Wﬂ& Sehingga
UN!“EE@!% %é_ﬁ_ﬂﬂﬂ‘.ﬂ Gukankah benda atau

_—
" —

’”/sgsuatu hal ted : EéB“aWagizn yang dapat
N
AN,

\“"1 Tl bangan paham

ditimb

tilitalla "‘i‘ ) aldikutip oleh

Darji Darmodihgrjo dartaftiapat diketahui melalui

peranan Mill_dalam J | / idikannya mengengi hubungan

antara” keadilal ndividu, dan

Ingan _um a | hekaketnya

odtl ""“‘“u\fl-f"‘ﬁ":‘ m'ndividu itu
eSd Y ‘.Y:_““.r;& e 4

padd tiap yang

RaAp sesal ¢

daeqringinan yang
yefHatki-melalli perasaan sosialnya. */
3) Rudolf Von Jhering (1818-1892)
Pada awalnya Jhering menganut mazhab hukum

historis yang dikembangkan oleh VVon Savigny dan Puchta,

*“1bid.,
4 Ibid., him 120.
8 Ibid.,
47 Ibid.,

17



namun kemudian dia membebaskan dirinya dengan
membantah pendapat Von Savigny.® Teori Jhering
merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan
Positivisme Hukum dari John Austin.*®

Menurut Jhering, tujuan hukum adalah untuk

melin entingan. Kepentingan tersebut
wﬂk\éﬁﬁ%@ﬁ@r@hmﬂ@m menghindari
”/pfénderltaan teia@i individu dijadikan bagian

-~
‘\’:\ *\

sesed rang lain.>

dari t tujuan pribadi

Sela \ tidak ditentukan

dari ide-ide ragfona epentingan masyarakat

mi>* Sehingga

yang bersifat_menentl ar dalam ‘hal huku

\-.

rudenz untuk

; 1I an  hukum

m@

' e inah -- EhAapy yang pintar

denga EIMi ain sarjana hukum yang tahu

dan mengerti akan kepentingan masyarakat.*?

eblh jauh

na hukum

8 Theo Huijebers, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kansius,
him 130.

“9 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Op. Cit, him 121.

*%Ibid., him 122.

> Theo Huijebers, 1982, him 133.

*bid.,
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b. Teori Kebijakan
Kebijakan  dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah
“policy”.> Secara etimologis kata kebijakan menurut Ira Sharkansky
berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa latin. Dalam bahasa
Yunani dan sanskerta policy atau kebijakan berasal dari kata polis
(negara kota) da lan kata tersebut dikembangkan
ﬁ”ﬁiﬁmm pada abad
ngfb‘e@km menangani

54

)ertengahan diterjemahkag

rasal dari kata

politi oleh Van Der

Tas, tidn kebijakan

€

jala ‘policy” atau

%% Dey Ravena dan Kristin, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jakarta: Kencana
him 21.
> bid.s,
*> Barda Nawawi Arief, 2016, Op. Cit., him 26.
:g Dey Ravena dan Kristin, 2017, Op. Cit. him 22.
Ibid.,
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yang akan dilakukan dalam mengahadapi problema tertentu dan cara
bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.®

Menurut Black’s Law Dictionary, policy atau kebijakan bisa
diartikan sebagai “the general prinsiples by which a government is

guided in its management of public affairs.® Selain itu, menurut

Robert R. Maye nest od sebagaimana dikemukakan
r@ﬂ‘a\lz@?ﬂ!ﬁé&m ebijakan (policy)

S
—

Jat dirumuskan sebagai n yang mengdariskan cara

pad

yang paling efek I Suatu tujuan
yang ditetapkan i a7 “ampbell Black
sepagaimana diklitip™e ) fan | menyebutkan

pahwa kebijakan (policy) fhe evgeneral principles by which

A government is guided. in its Ji jement of public affairs, or the

\\....

e i pastres aw, ordinance,
By

genotes Its g onsidered as

PETILV-of the

s

%y 61

4

Dagai suatu

2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan;

dan

% bid.,

*% Ibid., him 23.

% Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit., him 63.

®! Dey Ravena dan Kristin, 2017, Op. Cit. him 23.

%2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,

him 173.
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3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dilihat sebagai
suatu proses maka tahap kebijakan pertama merupakan tahap yang
paling strategis. Alasannya, tahap kebijakan legislatif ini diharapkan
memberikan suatu garis pedoman untuk pelaksanaan tahap-tahap
selanjutnya.®

_‘@'EIES§ATA§IAﬁMQM\A@JmmenSier ini

nerupakﬁn/) bagian yang

suatu kebijakan

pemidanaan (Se \ bet L. Packer
merupakan sald w‘ Versiel sadat ini dalam

nukum pidana.i KeB hubung rat  dengan

masalah pemidanaan yang§me adl den Barda Nawawi Arief

il Muladi dan

lu-mendapatkan peninjauan J.} \ ali. Terkait hal

awawi Arief sek ohn Kaplan

alg DerjudLt

dalam Bab

ino-clithakapkan pa

e of ,m,...-n \a---..“ elating ntencing is

. /r’/’r‘“v\fj “‘1 : \‘\ - is easily
u- '*.‘-b llen-avgilapetfor different
K are-f .,.nm. “4 urn is one of
the5|gn|f|ca e treatment of offenders
of comparable culpa aah satu aspek yang paling kacau
balau dari peraturan- peraturan yang berhubungan dengan
pemidanaan adalah kondisi dari Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana itu sendiri. secara mudah dapat ditunjukkan dari
kebanyakan negara bahwa sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-
delik yang berbeda, (dibuat) sama sekali tanpa suatu dasar atau
landasan yang rasional inilah yang pada gilirannya merupakan

% Ibid.,
% Ipid.,
% Ibid., him 174.
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salah satu penyokong utama adanya perbedaan perlakuan terhadap
pelanggar yang kesalahnnya sebanding.)”

Peninjauan terhadap kebijakan legislatif merupakan hal yang
sangat penting dalam pembahasan terkait dengan pidana dan
pemidanaan. Hal ini menjadi landasan legalitas yang sangat
diperlukan dalam masalah penerapan dan pelaksanaan pidana di

SME&WWNEBQ e dengan efektivitas

41u serdlri al ini pun

lan  keg /ynaanfmd“ana “dan’ pemld
Jiungkapkan olehg@ i S SeBEgamans dikemukakan

]|

D

h Muladi dang “*‘1«) dkan bahwa:
iagree W a

P
lawfulness afid "€ve ‘ ‘
sentencing, effective ntee} of justice.
Punishment in criminala gaotenly by effedtiveness and
purposofulness, but above }‘\ ledalily. (saya setuju dengan

erequisite for
nto} account in

pandangan  bahwa _ efektiyl merupakan —prasyarat untuk
gabsahlansdan bahkan menlipe l yang p liperhitungkan
) hal pemi 3 diri bukanlah
ak hanya oleh
ehllegalitas).

6 - .H-!:"E.'“BT’A-_‘_“

\:Feo .,vm;-- |

Yo
ajgina

pelaksanaan suatu pemidanaan. Menurut Simons, pidana atau straf itu

merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan

suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.®®

% PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensir Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, him 34.
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Teori pemidanaan ini dikelompokan menjadi beberapa bagian,
yaitu:
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Teori ini muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18

yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart,

Stahl, Le .dan._Wlhami dari
ilﬁﬂwgﬁ_%élﬁjafﬁmbﬁs yang mendasarkan
N\ v 7 67

Kl'ﬁurar. Teori ini
' pi ‘.}--“"@ erd
il

dirugika ( ff\"ﬁ*’.‘-

“"-p k rBan.%® Dasar

teorinya pada ajaig

bertujuan enda atau yang

€

individu sebagai
pihak yagg d

pemikiran teori ini jada Intlah yang kemudian

menjadi dasar pembenag :\ penjatuhan penderjtaan berupa

\-.

penderitaan

ARG mfaktis, tetapi
Smberikan penderitaan bagi

penjahat.” Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif,

”Andi hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke
ReformGaasi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, him 17.
Ibid.,
8 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke 6, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, him 157.
70 :
Ibid.,
™ Ibid, him 158.
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tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman
modern.”

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana
mempunyai dua arah, yaitu:

a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari

—‘/ﬁmba.lasan).
\BNb\l l:JI;1tAU§ Mgﬁi’.ﬂgﬂan ri perasaan

T T

dendam dik : _gt\(sudut objektif dari

pe
Men ( air) dari pidana
menurut §€orm s 3 askan tuntutan

|

\ ersifat ‘menguntungkan adalah

keadilan”

(to sati$ f justice)f sedangkan

pengaruh-pengaruhnya yani
-N\. Kark @ |

@si lima ciri

._. J‘.i Ud O

a Uatuk -t ain seperti
"

c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat

dalamnya

pemidanaan;

2 Mahrus Ali I, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, him 187.
® Adami Chazawi, Op.Cit., him 158.

™ Mahrus Ali I, Loc.Cit.

" 1bid, hlm 188.
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d. Pidana harus disesuaikan dengan

kesalahan si pelaku;

e. Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai
pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk

memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si

_f\');"\%nsums ANDR—

/fTiﬁ(jakan pembalasan te eput difakukan berdasarkan pada

a nl76

menyatakan

gamaan yang

J

aturan yang

unkan melalui

nl di dunia.

nelihara dan

setiap

setimpal

kejahatan  haruslah  diikuti oleh suatu pidana.
Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan
pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada

manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan.

8 Ibid., him 159.
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Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini
berasal dari Immanuel Kant.

c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika, menganggap
pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap
kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu

_‘/kgwa.raa.n,. orang melakukan kejahatan
NN%-%%IM | ANRAL 4 i

J afi kenyataan

adanya huk s o Iahﬁiarus ditkuti dengan

sua ' d [ pelakunya,
t { Bak@e ketidlak adilan
mehjad MB aknya hukum.

Pandangan i

d. Pandangan Ag

B il

y ng ~menyatakan: pjahatan  tidak
‘ﬁ .

kall pada pikiran

e. Pandangan far Heymans menyatakan bahwa pidana
yang  berupa  pembalasan didasarkan pada niat
pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak
bertentangan  dengan  kesusilaan maka layak

diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut

bertentangan dengan Kkesusilaan maka tidak perlu
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diberikan kepuasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi

lebih bersifat pencegahan.

f. Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas

keseimbangan. Dimana pidana yang di jatuhkan

. \;lﬁ ial§h§iSﬁ--WEE;\&‘EF:::L@au_perbuatan yang
" dilakukan-olehsi pelaku.—_

—

e

alasan) dalam
ndrew Asworth
dalam bahasa
Indonesia dapat @ISE gramy  Teari  “desert”

merupakan teori yang mene arke enai pemikiran

.IDalam buku

rate Principle,

dari pelaku).

Teori ini amat berkolerasi dengan adegium “only the guilty

ought to be punished” atau dalam hukum pidana Indonesia

" Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubak Agung,
him 38.
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dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straft
zonder schuld).” Oleh sebeb itu, terlarang untuk menjatuhkan
sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah, selain itu
penjatuhan pidanapun harus diukur berdasarkan besar kecilnya
kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.”
Deser adanya perimbangan antara

eﬁNlNEaﬁSLIMarAN%Msrga sulit menilai

kesalahan karena

“suatu | yang abstrak.

Ukuran besar kecilnya
kesalaha ( is pidana yang
dilakukanfilya. St Menyatakan suatu

tindak pidana mas atau ringan

bergantung aftara lain

anaranya-" <

kepada

dan sebagai

/—44

dap suatu

d. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8 Ibid, him 39.
" pid.,
8 Ibid.,
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2. Teori relatif atau Teori Tujuan
Secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa
penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin
berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special
prevention) dari  kemungkinan terpidana  mengulangi

W endatang, serta melakukan
Wﬁﬁﬁ Iﬁ%ﬁh@mm &

be s pada umumnya

u’h'tﬂl? kemungki ' ' \kejahatan (general

preventio te
'\f;\ i
terpidang i A\‘\\

\
b Nb‘ )

telah dilakukan

Teori gngkal pada dasar

bahwa pidana merupak IRk menegakan tata tertib

(hukum) dalam masyar, H\ Sehingga tujuan p

dana adalah

an tata tertib

)t . mencegah

tertib

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;

3. Bersifat membinasakan.

8 Mahrus Ali, Op. Cit., him 190.
8 Adami Chazawi, Op. Cit., him 162.
83 :
Ibid.,
 Ibid.,
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Teori relatif menekankan pada pemidanaan sebagai suatu
upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime)
khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam
praktik, pidana sering kali bersifat out of control yang

akhirnya sering menimbulkan terjadinya  kasus-kasus

penyiksaa erlebihan oleh aparat dalam
WN%%’I%MAMSP anjutriya terpidana
té"‘r/se’t:ut tidak melaluié i 5>

—*

Teori i \:‘,\‘1)
1 Y

Deng "‘ﬂ ‘ mar], diharapkan

|

pelaku atau t€rpi |
lagi perbuatannysa ,. i :

a dan tidak mengulangi

jale preventie) serta masyarakat

\

m—m bka melakukan

R il

Srbuatan selé hnd, maka akan

--e_e1snu-:ﬁ.v----;- yang serupa (genefalipreventie).
> : _

pefikan selama

dapat

membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga

tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali

kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan

berguna.

8 Mahrus Ali I. Op. Cit., him 191.
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3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya
Membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan
hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat
terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan

hukuman seumur hidup. %

Secar Wensuk teori
NIV Eﬁé'%ﬁ ANDALAS

’"/fi Tujuan pidag@ ha\(prevenllon)

api| hanya sebagai

lebih yaitu

hukum  yang

jaja atau culpa)

pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat

diterima apabila tidak membantu pencegahan

8 |eden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, him

31



kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan
masyarakat.®’
3. Teori Gabungan
Keberatan dan pro kontra terhadap teori pembalasan dan

teori tujuan, menimbulkan aliran tujuan pemidanaan ketiga

W ikiran bahwa pidana hendaknya
em“ME%ﬁ %ﬁa‘ﬁWhnﬂts

lasan dan

f .
mempertahankan diterapkan

secara ada salah satu
unsurnya : SufsyaBodain, | maupun pada
semua unglir ya

Secara teoritisy te ngany i berdsaha untuk

ng terddpat dalam feori absolut

menggabungkan pemikiral

\-.

avcor rlatitDisamping mei genaan sanksi

{adakan berf atan pelaku,

!L |l N mqr‘-"

alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.*

¥ Ibid.,

8 Bambang Poernomo, 1999, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia
Indonesia, him 30-31.

% 1bid, him 192.

% Adami Chazawi, Op. Cit, him 166.
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Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar,

yaitu:
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa
yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib

mas

UN&NIEE%%'Q ﬁ%_r@ﬂgmmdungan tata

Tt
peRaJeritaa

_~ A‘ ga perbuatan yang
A3y Yy

dilg ( ‘\Q\

Menugat Ve ﬁ“’:\ \

tertib masya n atag dijatuhinya

pida

~—t

ut sebagai teori
retributif-teleologis ' y ’ pandangan  bahljwa  tujuan

ngkan antara

pemidanaan bersifat ' plt :\ carena Mmenggabl

\-.

Sebagai satu

arakter yakni,

afak padaddetbahwa kritik
BA g

asi atau perubahan perilaku

terpidana dikemudian hari.

91 H
Ibid.,
%2 7ainal Abidin, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP,
Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, him 9.
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2. Kerangka Konseptual
Demi menghindari kerancuan dalam tataran konseptual,
diperlukan pembatasan terhadap konsep dan pengertian dalam
penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:
a. Kebijakan Legislatif

_‘/’gh.h_keb enelitian ini berasal dari
@Nﬁh’%ﬁ@”&@rﬂ%ﬁﬂg& nda)®®, atau

\

”’T)fléh Sutan Zanji  Ardhana diterjemahkan

denga ~ T "‘” ola
Bl
0. Dk | *)

$pidana” dapat pula

¢ fdari istilah
tersel) ) huk win p
disebuf| deHe "'li‘ ic na”.* Dalam

I

berbagai kepust@ka politik hukum pidana”

ini sering dikenal dg berbagai istilah |seperti “penal

h.politiek”.95

gdarto dapat

. aa Mp1 A5e b- asas dan

0 ?,-r \w.m“w«rﬁ‘ i terhadap
e -. .:. :;

‘f—/‘::ﬂ\ A@-L an fungsi dari

uf-""" w:-" Im, termasuk di dalamnya
cara ' aif pengadilan dan polisi;

c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan
kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-
undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan
untuk menegakkan norma-norma sentral dari
masyarakat.

% Barda Nawawi Arief, 2016, Op. Cit., him 26.
* 1bid.,

% Ibid.,

% Shinta Agustina, 2014, Op. Cit., him 34-35.
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Dalam penelitian ini, kebijakan hukum pidana yang
dimaksud adalah kebijakan hukum pidana menurut
Soedarto dalam arti paling luas, yakni sebagai keseluruhan
kebijakan yang dilakukan oleh badan resmi (pembentuk
undang-undang) melalui pembentukan peraturan

perun = bertujuan untuk menegakkan

\M‘HN%@? 'dIM@QI&L@Q; an_hukum pidana

pat disebut dengan istilah

ebijakan (policy)
esuatu di dalam
idefinisikan juga

rericanaan atau

pjenai apa yang

ertentu dan

AaidatiTmdisebiite pengan istilah

“~Sehiagfi kebijakan legislatif dapat

dikatakan sebagai tahap paling strategis dari keseluruhan
proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan kokretisasi

(hukum) pidana.*

°" Barda Nawawi Arief, 2016, Op. Cit., him 213.
% Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit., him 63.
% Ibid., him 222.
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b. Optimalisasi
Optimalisasi menurut KBBI dapat diartikan sebagai
usaha untuk mengoptimalkan atau pengoptimalan.’®® Dalam
Penelitian ini, Optimalisasi dimaksudkan dalam rangka

untuk mengoptimalkan atau pengoptimalan pidana denda

W—SW&W hukum
NN RRRITAS ANDAL 45

U i

c’.”/PSinana denda

Pi¢ yake Sahksi | pidana berupa
kewa ( 1 Kepadal terpidana untuk
mengemba KUm upalpembayaran

sejumlah uang ferte anya.'® Jenis

-

pidana ini, merupaka J,} j€Ris pidarla pokok yang keempat

f N
dalam*Sisterm: hd pada dasarnya
e

dijatuhkan 198 Selain itu,

ga/ahkan lebih
“

2flgan pidana

100 Tjm Ppustaka Phoenix, 2013, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Media
Pustaka Phoenix, him 615.

191 Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta,
him 104.

102 pAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensir Indonesia, Op. Cit., him
78.

193 Tolib Setiady, 2010, Loc. Cit.,
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F. Metode Penelitian
Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.’® Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu

menguraikan tentan i atu penelitian hukum itu harus

dilaktkan ||wh\laﬁ-3%aﬁﬁsnﬁmmls mefode penelitian

yang digunakan antara lain sehg

ggunakan tipe

o

D

katan yang
menggunakan kon SIVi g Imemandang

ang dibuat dan

g| berwenang.

suatu

‘fertutup dan

approach), dan pendekatan  konseptual  (conceptual

104 peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia
Group, him 60.

105 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, him
17.

106 gperjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian
Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, him 12.

197 Rony Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia, him 13-14.
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approach).’® Pendekatan undang-undang (statute approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkutan dengan pidana denda sebagai isu hukum
yang dikaji. Sedangkan pendekatan historis (historical
approach) dilakukan dengan cara menelaan latar belakang dan

_‘Wman_pengal idana denda dalam rangka
p\jﬂmﬁﬁxﬁrg @%ANQ}&&A g

rakhirj pendekatan

124

f L
konseptual (conceg Gl dlgunakan dalam usaha

untuk me anglangan serta

doktrin a‘ Derkemiafoan pidana denda
sebagai sddtu
2. Sifat Penelitian

yaitu - pe

2

elitian yang

Penelitian ini_bersif@ d Kripti

B, ST ;
nberkan >data ahg manusia,
By

dan gejala® )) berkembang

i3 ’“'-mﬁmmr.. Varakat—""—1V elitian  ini

o V’;m.._.. “‘@# enyeluruh,
oMt AN IALK Vaa i‘,’qu! liti.

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan
antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan

data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data

198 peter Mahmud Marzuki, 2011, Op. Cit., him 133.
1% 1bid., him 134-135.
119 5perjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Ul Press, him 10.
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sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan.''*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-
dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-
undangan imiah, artikel serta dokumen yang
ae%@&%mm der tersebut

,-/:'t:_
terdiri atas:'*?

A

3
d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana

Korupsi;

111 B
Ibid.,
112 50erjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, him 12.
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e. Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang;

b. B um-s
ﬁ%ﬁ%eﬁ@%ﬂss an yang bersifat

0 mengenai Bahan hukum

"‘\‘.\ 3 dang Tentang
aj hasil-hasil

rya ilmiah di

hukum yang

Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.
4. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana

yang di dalamnya memiliki pengaturan terkait dengan pidana
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denda, yang dikenal dan masih berlaku dalam sistem hukum
pidana Indonesia saat ini. Ketentuan hukum pidana tersebut
mencakup ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum
pidana khusus (het bijzonder strafrecht) maupun ketentuan

hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana umum atau

KUHP (het algemene Strafrecht).
m%&&%ﬁm%nelmm ini
y sampling, yaitu

teknik sa kK memberika serppatan yang

di@ﬁn)akan denga

sama ke . adivsampel *? Bentuk teknik
sampling@@ar digunakan, yaitu

berbentuk purposie 0 mpel diambil

berdasarkan kepentingan/p@neliti tuj r geneliti dapat

asuk kedalam

penelaahan bahan pustaka dalam rangka memperoleh literatur-

literatur yang berhubungan dengan pidana denda.

13 Sperjono Soekanto, 2006, Op. Cit., him 173.
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6. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-
uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses

editing atau merapikan kembali data-data yang telah

J

~ kesimpulan

—‘/ﬂggmleh_d ilih data yang sesuai dengan
m&ﬁ«ﬁ%% aM@i&hA@uga iperoleh suatu
plaelbat oo bkiinng .

' ki

akéﬁ"-s'at'u satuan utuh
N
Data ﬂ“) .p

S -'-seca_ra

englitian, akan

~— dianalisis derjgan uglitatif, yaitu

~ uraian  terhadap At

y ’ili | ]\‘\I..

perdasarkan gan, doktrin,

yang terkumpul  dianalisis

Jri-teori engan pokok

akhir

42



